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ABSTRAK

Defry Bimo Ardianto, NIM : 02114002, Kriminalisasi Kumpul Kebo Dalam
Pembaharuan Hukum Pidana di Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk
mengetahui apa yang dimaksud dengan perbuatan kumpul kebo dan
pengaturannya dalam hukum pidana, serta untuk mengetahui ius constituendum
hukum pidana di Indonesia perlu mengatur tentang perbuatan kumpul kebo atau
tidak. Penelitian ini adalah penelitian (Yuridis) Normatif. Penelitian ini akan
menggunakan dasar hukum dari peraturan perundang-undangan dan juga beberapa
dokumen hukum lainnya untuk mencapai tujuan atas penelitian yang akan
dilakukan. Hasil yang ditemukan dalam penelitian adalah pertama perbuatan
kumpul kebo bukan merupakan suatu perbuatan pidana karena Kitab Undang-
Undang Hukum Pidana (KUHP) saat ini belum menjangkau unsur-unsur dari
perbuatan kumpul kebo dan belum ada aturan yang melarang dalam KUHP.
Kedua perbuatan kumpul kebo merupakan perbuatan yang menyalahi norma-
norma yang berlaku dalam masyarakat di Indonesia, dan memiliki dampak-
dampak negatif bagi masyarakat Indonesia. Perbuatan kumpul kebo sendiri tidak
dibenarkan oleh agama-agama besar yang ada di Indonesia karena Indonesia
sendiri adalah negara yang mengakui adanya eksistensi ketuhanan dimana dalam
ajaran ketuhanan (keagamaan), tidak ada yang memperbolehkan perbuatan
kumpul kebo. Sehingga menimbulkan masalah karena perbuatan kumpul kebo
ternyata mendapat penolakan dari segala aspek tetapi KUHP tidak memiliki
aturan yang dapat memberikan sanksi yang tegas kepada pelaku dari perbuatan
kumpul kebo.

Kata Kunci : Kumpul Kebo, lus Constituendum
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ABSTRAC

Defry Bimo Ardianto, NIM: 02114002, Criminalization Cohabitation In Renewal
of Criminal Law in Indonesia. This study aims to find out what is meant by the act
of cohabitation and its regulation in criminal law, and to know ius constituendum
of criminal law in Indonesia need to arrange about Cohabitation or not. This
research is a normative (Juridical) research. This study will use the legal basis of
legislation and also some other legal documents to achieve the objectives of the
research to be undertaken. The results found in the research are the first act of
Cohabitation is not a criminal act because the Criminal Code (KUHP) currently
has not reached the elements of the Cohabitation and there are no rules that
prohibit in the Criminal Code. The two acts of cohabitation are acts that violate
the norms prevailing in society in Indonesia, and have negative impacts on the
people of Indonesia. Cohabitation cultivation itself is not justified by the major
religions that exist in Indonesia because Indonesia itself is a country that
recognizes the existence of the divinity where in the teachings of divinity
(religious), no one allow Cohabitation. So it causes problems because
Cohabitation get together is rejected from all aspects but the Criminal Code does
not have rules that can give strict sanctions to the perpetrators of Cohabitation.

Keywords : Cohabitation, lus Constituendum
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BAB IV

PENUTUP

4.1 KESIMPULAN

1. Perbuatan kumpul kebo ternyata bukan merupakan suatu perbuatan pidana,
dikarenakan pengaturan yang ada dalam KUHP saat ini tidak dapat
berbuat apapun terhadap unsur-unsur dari perbuatan kumpul kebo itu
sendiri. Karena dalam hukum pidana yang disebut sebagai perbuatan
pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan
mana disertai sanksi yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang
melanggar larangan tersebut, namun aturan menganai perbuatan kumpul
kebo masih kurang konkrit dalam KUHP.

2. Perbuatan kumpul kebo diperlukan diatur dalam ius constituendum di
Indonesia, dikarenakan dilihat dari dampak yang ditimbulkan dari
perbuatan kumpul kebo, ditinjau dari segala aspek termasuk dalam aspek
agama, kesehatan, dan aspek kehidupan bermasyarakat ternyata perbuatan
kumpul kebo banyak menimbulkan dampak negatif. Dalam norma yang
berlaku dimasyarakat sebagai masyarakat berketuhanan perbuatan kumpul

kebo juga dianggap sebagai perbuatan yang dilarang.

4.2 SARAN

Adapun saran dari penulis, sehubungan dengan penulisan skripsi ini

sebagai berikut :
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1. Dikarenakan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana negara kita sudah
tidak dapat menjangkau lagi mengenai perbuatan kumpul kebo, karena
pada dasarnya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana kita bukanlah
Hukum yang mencerminkan kepribadian masyarakat Indonesia melainkan
hukum turunan dari Belanda (Indonesia merupakan bekas jajahan
belanda). Seharusnya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ini sudah
dilakukan perubahan dan segera mengesahkan RUU KUHP tersebut,
karena norma-norma yang hidup dalam masyarakat Indonesia menganggap
perbuatan kumpul kebo sesuatu yang melanggar norma.

2. Karena hukum bukan hanya merupakan hukum yang berlaku saat ini
dimasyarakat (ius constitutum) melainkan hukum juga berarti hukum yang
dicita-citakan atau yang diangan-angankan di masa mendatang (ius
constituendum) maka harus diperhatikan oleh penguasa, hukum yang
berlaku di masyarakat untuk menjadi produk hukum yang baru. Karena
seyogyanya hukum lahir dari kebiasaan masyarakat yang telah
membudaya dan menjadi aturan bagi masyarakat itu sendiri. Seperti
halnya perbuatan kumpul kebo dapat dipertimbangkan untuk dibuatkan
peraturan baru karena bahwasannya perbuatan ini merupakan perbuatan
yang memiliki banyak dampak negatif bagi pelakunya, bagi masyarakat,

bahkan bagi negara.
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